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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

1. Aturan Golden Visa dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 

mengatur tentang izin tinggal terbatas bagi investor asing yang 

melakukan investasi di Indonesia. Sementara itu, Permenkuham Nomor 

82 Tahun 2023 mengatur tentang izin tinggal terbatas bagi investor 

asing yang melakukan investasi di Indonesia. Dalam kedua peraturan 

tersebut, Golden Visa memberikan kemudahan bagi investor asing 

untuk tinggal dan berinvestasi di Indonesia dengan syarat dan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

2. Analisa Penerapan Golden Visa Ditinjau Dari Hukum Administrasi 

Negara dapat dilihat dari sejumlah pertanyaan dan tantangan. 

Dikhawatirkan bahwa program ini dapat digunakan untuk tujuan 

pencucian uang atau penghindaran pajak, serta dapat memberikan akses 

yang tidak adil kepada individu dengan sumber daya yang cukup. Oleh 

karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan 

pengendalian yang ketat guna memastikan integritas program ini. 

Maka, penting untuk mempelajari dan menganalisis penerapan Golden 

Visa berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Dengan 

mempertimbangkan asas-asas legalitas, proporsionalitas, keseimbangan, 

transparansi, dan akuntabilitas, kita dapat memahami bagaimana 

program ini dapat dijalankan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi negara yang berlaku. 

 

5.2. Saran 

1. Mengingat pentingnya Golden Visa dalam memudahkan investor asing 

untuk tinggal dan berinvestasi di Indonesia, sebaiknya kita perluas dan 

perjelas syarat dan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 

2023 dan Permenkuham Nomor 82 Tahun 2023. Hal ini dapat 
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membantu investor asing lebih memahami dan mematuhi aturan, serta 

meminimalisir potensi penyalahgunaan visa ini. 

2. Mengingat risiko dan tantangan yang mungkin timbul dari penerapan 

Golden Visa, sangat penting untuk memperkuat mekanisme 

pengawasan dan pengendalian. Untuk itu, kita perlu menerapkan 

prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti legalitas, 

proporsionalitas, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

penerapan Golden Visa. Selain itu, melakukan analisis dan penelitian 

berkelanjutan tentang implementasi dan efek dari program ini juga 

penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan efisien dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi negara. 
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